
BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 
PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR Ool. TAHON 2 0 16 

TENTANG 
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) 

PEMERINTAH KABUPATBN LEBONG 

¥ e nimbanc 

Menglngat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 1tSA 

BUPATILEBONG 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
transparansi, per.saingan seh~t, dan akuntabilitas dalam 
pelak&anaan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah dengan 
sitem layanan secara elektronik; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaao 
Barang/Jasa pemerintah dengan sistim aplikasi layanan 
secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lebong, perlu ditetapkan Peraturan Bupatl Lebong tentang 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara 
Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Lebong; 

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dim aksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi 8engkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor I 9 Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tah un 2003 tentang 
Pembentukan Rabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang cli Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Lndonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Re-publik 
Indonesia Nomor 3848); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 
dan Transaksi Elektronik ( lembaran Negara RI 'Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Re-publik 
Indonesia Nomor 4843) 
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Menetapkan 

5. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomot 5234); 

6. Undan~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Jndoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
At.as Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5589); 

7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

8. Peraturan Presiden Nomor · 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah sebagaimana tel.ah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor I 72 tahun 2014 
tentang Perubahan Ketiga At.as Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

9. Peraturan Kepa!a Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 ten tang 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pen,gadaan 
Barang/Jasa Pernerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang 
Unit Layanan Pengadaan; 

11 . Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Bitokrasi Nomor 2 tahun 2012 tentang 
Kebijakan Kelembagaan Penanganan Togas dan Fungsi 
Penanganan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan 
Layanan Barang/ Jasa Secara Elektronik; 

MEMUTUSKAN: 

BARANO/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSEJ . 
PERATURAN BUPATI TENTANO LAYANAN PE:NOADAAN 4 
PEMERJNTAH KABUPATEN LEBONO. 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pa.sall 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Lembaga Kebijakan Barang/jasa Pemerintab selanjutnya disebut LKPP adalah 

lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan 
kebijakan pengadaan barang/jasa :sebagaimana dimaksud dalam per.aturan 
Presiden Nomor I 06 tahun 2007 ten tang Lembaga kebijakan Pengadaan 
oarang/Jasa Pemerintah. 

2. Daerah a dalah Daerah Kabupaten Lebong. 
3 . Pemerintah Daerab adalah Pemerintah Kabu paten Lebong. 
4. Bupati adalah Bupati Lebong. 
S. lnspektorat Daerah adalab lnspektorat Kahupaten Lebong 
6 . Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah di Kabupaten Lebong. 
7. Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik (£lektronik Goverment Procurement) 

yang selanjutnya disebut (e-procurement) adalah proses Pengadaan 
Barang/,Jasa Pemerintah yang petaksanaannya dilakUkiln aecara elektronik 
dan berbasis we/internet dengan memanfaatkan fasilitas telrnologi infonnasi 
dan komunikasi pengadaan B.arang/ Jasa secara elektronik melalu! 
www.lpse.kabupatenlebong.go.id. 

8. E-Lelang Pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan Baraog/J asa pemerintab 
yang proses pelaksanaannya dilal<ukan dengan pelelangim um um secara 
cerbuka , dalam rangka mendapatkan Barang/ Jasa, dengan penawaran 
h arganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah 
ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga yang t>erendah 
canpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telab ditetapkan, dengan 
mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/in1emet dengan 
,nemanfaatkan fasilitas teknologi inr(ormasi dan komuni.kasi. 

9 . Layanan Pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah 
pengelolaan system infonnasi pelayanan pengadaan Barang/ Jasa pem erintah 
secara elektronik. 

10. Pengelola system lnformasi Layanan Pengadaan Secam Elektronik yang 
s~lanjutnya disebut pengelola LPSE-adalah pengelola system infonnasi layanan 
p engadaan Barang/ Jasa pemerintah secara elektronik. 

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang 
Kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kcrja Perangkat Daerah atau 
pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna AP-8N / APBD. 

12. !Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Peja.bat yang 
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN at.au ditetapkan oleh Kepala 
Oaerah u ntuk menggunakan APBD. 

I 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalab pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan barang/ jasa . 

.14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit Organisasi 1 
Pemerintah Kabupaten Lebong yang berfungsi melaksanakan pengadaan · 
barang/jasa di lingku ngan Pemerintah Kabupaten Lebong. 

15. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan 
Pengadaan Langsung. 

16. Penyedla Barang/Jasa adalah badan usaha orang perseorangan yang kegiatan 
usahanya menyediakan Barang/Jasa. · 
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17. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedian barang /jasa unruk 
mendapatkan kode akses (user id dan passwordj ke dalaJn system aplikasi 
layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

18. Veriflkasi adalah p.roses penentuan kelayakan penyedian Barang/Jasa oleh 
L?SE melalui mekanisme Kontrol secara asas nyate. dalam proses 
registrasi / pendaftaran calon penyedia Ba.rang/Jasa yang meliputi persetu.juan 
password dan penyampaian notifikasj persetujuan. 

19. Pakta lntergritas adalah surat pemyataan yang dite.ndatangan; . oleh 
PPK/ULP/ /uoit layanan pengadaan/penyedfa Barang/Jasa yang berisi ikrar 
untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam 
pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa. 

20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda te.ngan yang terdlri atas informasi 
elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elelctronik 
laiinnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi. 

2 1. Ookumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, 
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 
dan/atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang 
yang mampu memahaminya. 

22. Message Diggest 5 (M.05) adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan 
bahwa dokumen elektronik yang diki.rim akan sama dengan dokumen 
elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau 
'hashs key' dari doku.men - dokumen tersebut. 

23 . User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang di gunakan 
untuk beroperasi di dalam suatu system elektronik. 

24. Password adalah kumpulan karakter atau string yang di gunakan oleh 
pengguna jaringan atau sebuah system operasi multi user (banyak pengguna) 
untuk memverifikasi user id kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh 
jaringan atau s istem teraebut. 

25. K,ode lslektronik atau hash key adalah angka, huruf, si.Jnbol, karakter lainnya 
atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses 
komputer dan/ a tau sistem elektronik lainnya. 

BABII 
IIIAICSUD DAIi TUJUA!f 

Pasal2 

(1) Maksud ditetapkan Peratur an Bupati ini adalah sebagai dasar untuk 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 
efisiensi, efektivitas, transparans;, persaingan sehat, dan akuntabilitas 
pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong .. 

BAB Ill 
ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal3 

(1) PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa, pengelola LPSE 
dan pihak - pihak yang terkait melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa 



pemerintah secara elektronik sesuai etika dan peraturan perundang­
u ndangan di bidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah. 

(2) Dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik 
PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa/Pengeloia LPSE 
dan pihak-pihak yang terkait sebagaimana yang dimaksud pada aya t (1), wajib 

a. Menjaga kerahasiaan dan mencegab penyalahgunaan kode akses yang 
terdiri dari user id dan password; 

b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalapgunaan data dan iniormasi 
elektronik yang tidak diperuntukkan bagi u.mum. 

Pasal 4 

PA/KPA/ PPK/ ULP / Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/ Jasa/ Pengelola LPSE 
dan pihak - pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/ J asa pemerintah se<:ara 
elek.tronik dilarang : 
a. Mengganggu, merusak sistem pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik. 
b. Mencuri informasi, manipulasi data dan/atau berbuat curang dalam 

pengadaan Barang/Jasa secara ele!ktronik yang dapat mempengaruhi tujuan 
pcngadaan. 

BABIV 
LAYANAN PENGADAAN BARAJfG/JASA SBCARA EIEKT~ONIK 

(E-PROCUREMENTJ 

Bagian Kesatu 
Pengelola LPSE 

Pasal 5 

( 1) Untuk kepentingan pengelolaan LPSE dibentuk unit pengelola LPSE pada 
Pemerintah Kabupaten Lebong. 

(2) Organisasi Pengelola LPSE sebaga:imana dimaksud eyat (1) berbentuk non 
struktur yang terdiri dari pengarah dan pelaksana. 

(3) Bagan Stru ktur Organisasi Unit Pengelola LPSE ~bagslimana dimaksud pada 
ayat (I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Kesatu) Peraturan Bupati 
ini yang merupakan satu kesatuaa dan bagian yang tidak terpisahk an dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Ketua dan Anggota Pelaksana pada unit Pengelola LPSE wajib memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a . Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas; 
b. Memal1ami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 
c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE 

yang bersangkutan; 1 
d . Memahami prosedur system E-Procurement; dan , 
e. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 

(SJ Untuk menghindari komplik kepentingan malca pejabat LPSE tidak boleh 
merangkap sebagai ULP. 

(6) Pejabat Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (11 diangxat d@ 
d iberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan deng,ui Kepu tusan Bupati. 



Pasal 6 

(I) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola system E-Procurement cli lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong. 

(2) Untuk menyelenggarakan rugas sebagaimana dlmaksud ayat (1), Unit LPSE 
mempunyai fungsi ; 
a. Pe.laksanaan penyusunan progr.am kegiatan pengelolaan £-Procument cli 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong; 
b. Melakukan koordinasi dan fasili tasi dalam rangka 
.c. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat pengadaan/ULP dan 

Penyeclia Barang/ Jasa di masing - masing wi.layah kerjanya; 
<I. Sebagai meclia penyedia Informasi dan Konsultasi (helpdesk) yang melayani 

ULP/Pejabat Pengadaan dan Peoyedia'Barang/Jasa yang berkaitan dengan 
system E-Procurement. 

e. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses 
pengadaan Barang/ Jasa yang telah dilakukan oleb pengguna. untuk 
kepentingan proses audit. 

f. Sebagai penyedia infonnasi dan data yang berkaitan dengan proses 
penga daan untuk kepentingan audit/ pemeriksaan 

g . Pelaksanaan ketatausabaan Unit LPSE 
b, Pelaksanaan evalu8.lli dan pelaporan pelaksanaan tugas 
i Pelaksanaan taugas•tugas lain sesuai dengan fungsi LPSE. 

Pasal7 

( lJ Dalam ha! ini clitemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur at.as 
pelaksaoaan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah secara elektronik, pengelola 
LPSE memberitahukan kepada PA/KPA/PPK dengan tembusan disampaikao 
kepada Inspektorat Daerah. 

(2) lnspektorat Daerah menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) sesuai dengan peraturan pe:rundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
IMPLEMENTASI LPSE 

Bagian Kesatu 
Prosedur Pelaksanaao LPSE Kabupaten Lebong 

Pasal 8 

(1) Proses £-Procurement di Iingkungan Pernerintah Kabupaten Lebong dilakukan 
melalui aplikasi Website Layanan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik 
Pernerintah Kabupaten Lebong. 

(2) Vser id dan password seluruh pengguna system E-Procurement di lingkungan 
P.emerintah Kabupaten Lebong merupakan representasi dari pengguna dan 
terasosiasi terhadap seluru h aktivit:as dalam E-pengadaan. 1 

(3) User id dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terasosiasi 
terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke system E-Procurement, • 
sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokurnen 
tersebut. 

(4) Otcntikasi dokumen elektronik pada E-Procurement menggunakan metodelogi 
MOS yang menghasilkan kode e lektronik atau hash key yang unik bagi tiap­
tiap dokumen elektonik, sehingga apabila penyedia Barang/ Jasa telah 
memberikan persetujuan dan rnemberikan persyaratan bahwa dokumen 



elektronik yang dikirim sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sys-tem E­
Proeurement berdasarkan pada hash key yang dihasilkao dari metodologi 
M04 sesuai pada lampiran, maka penyedia Barang/Jasa dianggap telah 
menandatangani dokumen tersebut secara elektronik. 

(5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) 
dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang 
harus dibuat secara t.ertulis sesuai Undang - Undang Nomor II Tahun 2008 
tentang Jnfonnasi dan Transaksi Elektronik. 

Bagian Kedua 
Pusatlnformasi l..PSE 

Pasal 9 

(1) Semua data dan infonnasi yang disimpan LPSE akao diumumkan di website 
LPSE Kabupaten dan Portal Pengadaan Nasional. 

(2) Seluruh infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 akan dihubungkan ke 
pusat ioformasi pengadaan Barang/Jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP. 

Bagian Ketiga 
Biaya Operasional J..PSE 

Pasal 10 

Pemerintab Kabupaten Lebong mengalokasikan aoggarao biaya untuk 
kepentingan pengelolaan LPSE dalam Anggaran Pendapatan dao Belanja Daerah 
Ka bu paten Le bong. Rincian Honorarium SK Tim LPSE sebagaimana tercantum 
dalam J..ampiran Ill. 

Bagian Keempat 
Pengaduan 

Pasal 11 

Tata cara pengaduan terha.dap pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut: 
a. Pengaduan masyarakat clan/ atau l)enyedia BllrMg/ J a.sa dapat dilakukan 

cnelalui fasilitas dalam system E-Procurement dan bisa diakses oleh pihak 
yang berkepentingan dalam pengadaan Barang/ Jasa pemerintah. 

b. Pelaksana LPSE Kabupateo waj ib menyampaikan laporan pengaduan dari 
masyaralmt dan/ atau penyeclia Barang/ Jasa kepada LKPP dan Tim Pengarah 
L.PSE Kabupaten. 

Pasal 12 

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, ULP dan PPK apabila ditemukan 
penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa 
Pemerintah secara elektrooik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah 
Kabupaten Lebong. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIJIA?i 

Pasal 13 

Untuk implementasi E-Procurement ma im Kepala SKPD dan/atau Pengguna 



Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintab Kabupaten 
Le bong menyusun tahapan pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa yang akan 
dilal."1Ukan denga n E>Procuremem clengan terlebih dahulu melakukan koordinasi 
dengan Pelaksana LP$E. 

( IJ Oalarn melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelola system E­
Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPS E 
Ja,n clan LKPP se,ta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang 
diperlukan untuk penyempurnaan prosedur clan system E-Procurement. 

(2) Untuk mempercepat implementasi system E•Procu.rement, LPSE dapat 
menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur LPSE:. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa.sat 14 

Hal - ha! yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaan LPSE ditetapkan lebih lanjut dengan Ktputusan Bupati. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , meme rintah kan pengundangan Peraturan 
Bupatl inJ dengao menem patkannya dalam Betita Da erah Kabupaten Lebong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal o;> Januon 1'abun 2015 

Ditetapkan di Tube! 
pada tanggal o;, Januato 2015 

~ BUPATI LEBONG Iv- . 
/,? / IS--­
/o/ 

,H. ROSJONSYAH 

SEKRETARIS KABUPATEN LEBONG 

MIRWAN EFFENDI 

PE/,ERINTAH KAEU?t.iE N L[SC~G 
DAr.1111 u1111111 ni11 v·, •11111• " ·; •~ o .. u Xff n~nvm v,•,11 ,l;~ .• 1; A.1.1~ 1 ... ,: ,;-. , 

~~ PH,ELIJ.K PRODUK HUKUM 
I'~ . KABUPATEN lEBOllG , 

BERr rA DAERAfl KABUPATEN LEBONO TAHUN 2015 NOMOR .. .......................... _ ..... , 



Lamplr.an I : Peraturan Bupati Lebong 
Nomor : O.t Tahun 2015 
Tanggal : o o>.- J o.nuaoo ~•~ 

STRUKTUR TIM PENGARAH LA.YANAN PENGADA.AN SECARA ELEKTRONIK 

1 

ASISTENI 
Bidang 

Pemerlntahan 
Anggota 

BUJ'ATI 
Ketua 

WAKIL BUPATI 
Wakil Ketua 

I 

SEKRETARIS 
DAERAH 
Sekl"etaris 

I 

ASISTEN ll ASISTEN m KABAG 
Bldang Bidang PENGENDALIAN 

Pembansran! n Admlnlstrasl PROGRAM DAN 
Anggota Anggota PEMBANGUNAN 

Anggota 

B11PAT1 LEBONG 

PEMERl~TAH KAEU?ATEN LEBOtlG 
s~r.·,~ r· r'·,1 •,•si:,~ 1• ~11" ~, :, , u 

.. t.liii ,i, ,1.:- r,"',~r.'"'.•·1,.,,.~ .. v·• 
FthEL~A~ r?'.iuJK HUKV,\ 

KP.BJP,rrn .E:~~G I 

/I'/ ,y 
/D/ 

f H, ROSJONSYAH 



w.mpiran II : Peraturan Bupati Lebong 
Nomor Tahun 2015 
Tanggal 

STRUKTUR TIM OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA 
ELEKTRONIK (LPSE) 

KETUALPSE 

SEKRETARIS 

I 

ADMINISTRATOR TRAINER 
·Admln PPE 
-Admln Sub PPE 

PEMERINTAH KABUPATEN LESONG 
Olr fll'Uljl/; \l~ll'V:CII ~/Ill i •:;:µ C,ili!J~~'1 r~I\'. .. 'I l ... ,,F. :'i.t,, .,Iii. , ,'l 

I 

I 

I 
I 

VERIFIKATOR 

r 

PENYIMJ>AN 
DAI'/ P ENGI IRUS 

.BARANC 

l BUPATI L&BO~O • 
;,; ;.i' 

'D/ 

1H. R SJONSYAH 



No 

I. 

2. 
3, 

•• 
5. 

h. 

7. 

I. 

1, 

3. 

I 

Lamplran Ill : Peraturan Bupati Lebong 
Nomor : o;i. Tahlln 2015 
Tansggal : o~ .Januo.N .;io.1S' 

BESARAN HONORARIUM TIM LA.YANAN PMGADAAN BARANG / JAl>A 
BECARA ELEKTRONlK (l,PBE) KABUPATEN J.EBONG 

JABATAN 
JAJIATAN DALAM TIM Bl!SARAN 

HONORARIUM 
PER BULAN IR•• 

TIM PENOARAH 

BUPATI Ketua l.200.000.• 

\VAKIL BUPA'rl Wald.1 Ketua 1 000.000,-

SEKRETARIS DAERAH Sekr.etarla l.000.000,· 

ASISTEN 11 Anggota 750.000, 
BIDANG PEMBANOUNAN 
ASISTEN I Ancaota 750.000,· 
BIDANC PEMER!NTAHAN 
ASISTEN Ill Ao..ggota 750.000.· 
B!D.~NG ADMINISTRASI 
KEPALA BAC.,IAN 
.PENCENDALIAN PROGRAM DAN Ao.ggota 750.000, 
PEMBANGUNAN 

TIM OPBRASJONII.L 

. Ketua 750.000,-

. Selttetaria 700.000,· 

Anggota si.ttt• PNS 650.000.-

. Anggo~• Status Non PNS 250.01)(), 
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